BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran Ombudsman

Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menangani dugaan

maladministrasi penahanan ijazah di MAN 2 Kota Padang, dapat ditarik beberapa

simpulan sebagai berikut:

1.

Peran Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam
menyelesaikan kasus maladministrasi penahanan ijazah di MAN 2 Kota
Padang telah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik
Indonesia. Ombudsman menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik
melalui mekanisme penerimaan laporan masyarakat, pemeriksaan substansi
laporan, klarifikasi kepada pihak terlapor, serta pemberian tindakan
korektif dan rekomendasi. Pelaksanaan tugas tersebut bertujuan untuk
memulihkan hak peserta didik atas ijazah yang ditahan serta mendorong
perbaikan tata kelola pelayanan pendidikan agar sesuai dengan asas-asas
pelayanan publik yang baik.

Kendala-kendala yang dihadapi Ombudsman Republik Indonesia
Perwakilan Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas dan wewenang dalam
menangani masalah maladministrasi di MAN 2 Kota Padang, meliputi:

a. Keterbatasan kewenangan yang bersifat rekomendatif sehingga tidak

memiliki kekuatan memaksa secara langsung.
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Kurangnya kepatuhan instansi terlapor dalam melaksanakan
rekomendasi.

Adanya hambatan administratif antar instansi terkait.

Adanya hambatan koordinasi antar lembaga.

Tidak adanya sanksi tegas yang bersifat memaksa.

Komplesitas dan tumpang tindih regulasi pelayanan publik.
Keterbatasan akses terhadap data dan dokumen resmi.

Lamanya proses penanganan laporan.

Kendala tersebut menyebabkan proses penyelesaian laporan
membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dan memerlukan

pendekatan yang lebih intensif.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan

Sumatera Barat untuk mengatasi kendala-kendala dalam penyelesaian

penahanan ijazah di MAN 2 Kota Padang, dilakukan melalui pendekatan

persuasif dan administratif, seperti:

a.

b.

Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi.

Koordinasi dengan instansi terkait.

Melakukan eskalasi penanganan apabila rekomendasi tidak
dilaksanakan.

Ombudsman juga melakukan sosialisasi kepada penyelenggara
pendidikan mengenai larangan penahanan ijazah sebagai bentuk

pencegahan maladministrasi di bidang pendidikan.
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e. Mendorong penguatan regulasi dan kepatuhan terhadap asas pelayanan
publik.

f. Melakukan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

g. Optimalisasi pengelolaan sumber daya dan strategi penanganan
laporan.

h. Penerapan strategi pemeriksaan yang efektif dan progresif.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran kepada

pihak yang terkait yaitu sebagai berikut:

1.

Agar Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat, terus
memperkuat fungsi pengawasan, khususnya melalui peningkatan intensitas
pemantauan tindak lanjut rekomendasi serta optimalisasi mekanisme
eskalasi penanganan perkara ke Ombudsman Republik Indonesia Pusat
apabila instansi terlapor tidak menunjukkan itikad baik dalam
melaksanakan tindakan korektif. Selain itu, penguatan peran pencegahan
melalui sosialisasi dan edukasi hukum dilakukan secara berkelanjutan.

Agar MAN 2 Kota Padang dan penyelenggara pendidikan pada umumnya
meninjau dan menata kembali kebijakan internal yang berpotensi
melanggar hak peserta didik, serta memastikan bahwa seluruh praktik
pelayanan pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penahanan ijazah dan pungutan yang tidak memiliki dasar hukum yang

jelas harus dihentikan secara permanen.
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3. Agar masyarakat dan peserta didik, meningkatkan kesadaran hukum
mengenai hak-haknya sebagai pengguna layanan publik pendidikan serta
tidak ragu untuk melaporkan dugaan maladministrasi kepada Ombudsman
apabila menemukan praktik pelayanan yang menyimpang dari ketentuan
hukum. Hal tersebut dapat mendorong terciptanya pengawasan partisipatif
dari masyarakat sehingga penyelenggaraan pelayanan publik di bidang
pendidikan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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